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sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menterj 
Keuangan Nomor 73/PMK.01/2009, diubah sebagai berlkut: 
1. Ketentuan Pasal 597 diubah, sehingga Pasal 597 berbunyi sebagai berlkut: 

"Pasal 597 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 596, 
Direktorat Transformasi Proses Bisnis menyelenggarakan fungsi: 
a. pengkajian pengembangan proses bisnis Direktorat J enderal Pajak; 
b. penyusunan strategi, perancangan, penyiapan, dan pelaksanaan uji coba 

pengembangan konsep penyuluhan; 
c. penyusunan strategi, perancangan, penyiapan, dan pelaksanaan uji coba 

pengembangan konsep pelayanan; 
d. penyusunan strategi, perancangan, penyiapan, dan pelaksanaan uji coba 

pengembangan konsep penegakan hukum; 
e. penyusunan strategi, perancangan, penyiapan, dan pelaksanaan uji coba 

pengembangan konsep ekstensifikasi; 
f. penyusunan strategi, perancangan, penyiapan, dan pelaksanaan uji coba 

pengembangan konsep pemetaan, pendataan, dan penilaian; 
g. penyusunan dan pemutakhiran rencana, analisis risiko, dan pengawasan 

pelaksanaan pengembangan, koordinasi manajemen perubahan, 
penyusunan dan pemutakhiran spesifikasi pengembangan, serta 
koordinasi penjaminan kualitas (quality assurance) pengembangan; 

h. evaluasi implementasi pengembangan di bidang operasional; 
i. pelaksanaan tata usaha Direktorat. 11 

2. Ketentuan Pasal 598 diubah, sehingga Pasal 598 berbunyi sebagai berikut: 
"Pasal 598 

Direktorat Tranformasi Proses Bisnis terdiri dari: 
a. Subdirektorat Pengembangan Penyuluhan; 
b. Subdirektorat Pengembangan Pelayanan; 
c. Subdirektorat Pengembangan Penegakan Hukum; 
d. Subdirektorat Pengembangan Ekstensifikasi dan Penilaian; 
e. Subdirektorat Manajemen Transformasi; 
f. Subbagian Tata Usaha; 
g. Kelompok J abatan Fungsional.11 

3. Di antara Pasal 614 dan Pasal 615 disisipkan empat pasal, yaitu Pasal 614A, 
Pasal 614B, Pasal 614C dan Pasal 614D, yang berbunyi sebagai berikut: 

"Pasal 614A 
Subdirektorat Manajemen Transformasi mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan penyusunan dan pemutakhiran rencana, analisis risiko, dan 
pengawasan pelaksanaan pengembangan, koordinasi manajemen perubahan, 
penyusunan dan pemutakhiran spesifikasi pengembangan, serta koordinasi 
penjaminan kualitas (quality assurance) pengembangan. 

Pasal 614B 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 614A, 
Subdirektorat Manajemen Transformasi menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan penyusunan dan pemutakhiran rencana, analisis risiko, 

dan pengawasan pelaksanaan pengembangan; 
b. penyiapan bahan pelaksananaan koordinasi manajemen perubahan; 
c. penyiapan bahan penyusunan dan pemutakhiran spesifikasi 

pengembangan; 
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d. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penjaminan kualitas (quality 
assurance) pengembangan. 

Pasal 614C 
Subdirektorat Manajemen Transformasi terdiri dari: 
a. Seksi Perencanaan Pengembangan dan Manajemen Perubahan; 
b. Seksi Manajemen Proses dan Penjaminan Kualitas Pengembangan. 

Pasal 614D 
(1) Seksi Perencanaan Pengembangan dan Manajemen Perubahan mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pemutakhiran 
rencana, analisis risiko, dan pengawasan pelaksanaan pengembangan, 
serta koordinasi manajemen perubahan. 

(2) Seksi Manajemen Proses dan Penjaminan Kualitas Pengembangan 
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan 
pemutakhiran spesifikasi pengembarigan serta koordinasi penjaminan 
kualitas (quality assurance) pengcmbangan." 

4. Lampiran IV-1 diubah, sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam 
Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini dan merupakan bagian yang tak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. 

5. Lampiran IV-14 diubah, sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam 
Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini dan merupakan bagian yang tak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. 

Pasal II 
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia. 
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